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Abstract

In the political context, especially in House of representative (DPRD), ethnic group’s
identification becomes fundamental in terms of attitudes and political communication. Ethnic
group’sidentity becomesa major problemwhen dealing with political communication especially
in democratic system. It’sfunctions asdistinguishing feature or co-identification to other parties
that useto achieve political supports. Thisresearch used qualitative method using dramaturgies
approach and situational ethnicity. Data collection is done through in depth interview, observa-
tion, and documentation study.The result of the research showed that artificial attributes of
political communication such as dressing, life-style and vehicles is considered as impression
management in the political arena. Whereasthe symbol s of ethnic group identity that isfoundin
political communication, are clan as identity, local language, accent and customs. Those vari-
ous symbols again raise stigmatization “ new-comers’ and “local people” as form of distin-
guishing feature and co-identification of ethnic group’sidentity in the political communication.
The term new-comer is given to those who have no geneal ogical bound, marriage, place of birth
or relationship with elites from Kaili ethnicity. In the process, the new-comers try to construct
new identity called “ Orang Palu” that is considered to be neutral and is capable of protecting
all ethnicities that live and have connection with Palu.

Abstrak

| dentifikas identitasetnik yang lazim dilakukan padamesyarakat multietnik senantiasadiarahkan
pada situas dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik, terutama padalembaga
seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), identifikas identitas etnik menjadi hal penting
dalam aktifitas politik. | dentitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan
komunikas politik, terutamadalam sistem pemilu yang demokratis. Hal tersebut bisamenjadi pembeda
atau ko-identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannyauntuk tujuan meraih dukungan politik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan dramaturgi dan etnik
gtuasiond. Pendlitian ini menggunakan teknik pengumpulan datawawancaramendalam, pengamatan
dan sudi dokumentad. Hasll penditian mengungkapkan bahwaatribut artifisal komunikas politik anggota
DPRD Pdu seperti pakaian yang digunakan, gayahidup, kendaraan yang dimiliki dan gayaberkomunikas
merupakan bentuk pengel olaan kesan (impress on management) dalam panggung politik. Sementara
smbol-simbol identitasetnik yang ditemukan dalam komunikasi politik adalah, klan sebagai identitas,
bahasadaerah, logat dan adat istiadat. Beragam simbol tersebut kemudian meahirkan stigmapendatang
dan adi sebagai bentuk pembedadan ko-identifikas identitas etnik. | stilah pendatang disematkan pada
orang yang tidak memiliki ikatan genealogis, perkawinan, tempat lahir dan hubungan erat dengan tokoh
beretnisKaili. Etnik pendatang lalu mengkonstruks identitas baru yang merekasebut sebagai “ orang
Palu”. Penggunaan beragamidentitastersebut jugadilakukan sesuai konteks dan waktu yang dianggap
dapat memberikan keuntungan politik, penerimaan sosia dan budaya.

KataKunci : identitas etnik, pengelolaan kesan dan etnik situasional
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Pendahuluan

| dentitas etnik, agamadan politik hampir-
hampir sulit dipisahkan. Hal ini berarti bahwake-
beragaman seseorang lebih banyak dipengaruhi
keturunan dan lingkungan, bukan pilihan bebas.
Tempat lahir, warnakulit, bahasa, dan agamameru-
pakanreditas primordia yang diterimaseseorang,
bukan karenahas| usahanya sendiri. Begitu pun
pilihan politik, hubungan kekerabatan, dan faham
keagamaan sangat signifikan pengaruhnya. Misal-
nyasga, meski tidak selalu taat menjalankan gjaran
agama, paraimigran Turki di Eropajikaditanya
agamanya pasti menjawab Idam. “ 1 am Turk,
thereforel amaModem’ . WargaMdayu di Ma-
laysia, kalau tidak beragamal dam akan dianggap
khianat terhadap identitas etniknya (Hidayat,
2007).

|dentifikas identitas etnik sebagaimana
lazim dilakukan padamasyarakat yang multietnik
senantiasadiarahkan padasituas dan konteks di
mana seseorang berada. Dalam konteks politik di
wilayah yang multietnik terutama padalembaga
DPRD, identifikas identitas etnik menjadi ke-
mestian. Tujuannyaadalah secara personal akan
mengangkat citradiri dan popularitaspolitis yang
bersangkutan dan secara kelompok akan me-
mupuk penerimaan khalayak terhadap partai
tempat di manapolitisi tersebut bergabung.

Etnistas sebagal sdlah satu kategori dalam
sosiologi politik berkembang seiring dengan
perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan
rezim politik yang bersifat tertutup, etnistassecara
senggjadicobauntuk dieliminas dari panggung
arenapolitik. Kendati demikian, etnisitas dalam
kadar tertentu terusbermain dalam politik iden-
titas dalam panggung kekuasaan secara laten.
Sementaraitu, dalamtatanan rezim politik yang
bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus
mengalami penguatan, mendapatkan ruang eks-
pres yang semakin luas. Bahkan etnisitas sering-
kali menjadi dasar legitimasi sgarah sosa politik
maupun struktur politik pada level loka atau
daerah.

Kota Palu sebagai wilayah yang hetero-
genitas penduduknya cukup tinggi menyisakan
berbagai persoalan dalam berbagai dimensi relas
s094d, ekonomi danpolitik. Heterogenitasitu depat
di lihat pada data hasil sensus tahun 2000 yang

mencantumkan etnik dalam pertanyaan survey,
menunjukkan bahwa prosentase penduduk
berdasarkan etnik, sebagai berikut: Kaili (adli)
38,71 persen, Bugis 22,47 persen, Jawa 9,38
persen, Gorontalo 2,86persen, Buol 1,21 persen
danBdli 1,08 persen, Banggai 0,72 persen, Saluan
0,71 persen selebihnya 22,86 persen adal ah etnik
lainnya (Suryadinata, 2003). Kaili atau Suku Kaili
adalah etnik mayoritasyang mendiami Sulawesi
Tengah. Suku Kaili mendiami secaramayoritaspa
daempat Kabupaten dan Kotayaitu; Kabupaten
Sigi, kabupaten Donggaa, Kabupaten Parigi dan
Kota Palu. Sebagian kecil berada di Kabupaten
Tojo Una-unadan Kabupaten Poso. Etnik Kaili
berdasarkan penelitian Mattulada (1989)
membagi etnik Kaili ke dalam sub-sub etnik; To
Palu, To Dolo, To Sigi, To Sidondo, To Tavaili,
To Bdinggi, To Banggokoro, To Sausu, To Dola
go, To Palimbe, To Kulawi, To Tamungkulowi,
To Baku, To Raranggunau dan To Riparigi. Sub
etnik tersebut juga memiliki sub dialek bahasa
masing-masing, diantaranyadiaek Ledo, Tara, Ral,
lja, Tajio, Kori, Unde, Da a, Doi, Uma, Avadan
lain sebagainya. Tetapi sub etnik yang banyak
mendiami Kota Palu adalah sub etnik yang
berbahasa L edo, Rai, Undedan Da a.

| dentifikas diri sebagai bagian dari etnik
lokal atau sebaliknya sebagai etnik pendatang
sangat penting dalam konteks politik lokal saét ini.
Simbol-simbol etnik menjadi salah satu bagian
penting dalam prosesinteraks antaramasyarakat
yang berbeda etnik. Simbol-simbol dan atribut
etnik menjadi pembeda bagi siapa sga dalam
interaks sosial, termasuk dalam hal bagaimana
seseorang menjalani peran-peranpalitik. Ini berarti
bahwa seorang politis juga menghadapi situasi
yang samadalaminteraks merekadalam masya
rakat. Aktifitas komunikasi politik sebagai kunci
keberhasilan seseorang dalam meraih sukses
dalam peran politik tentu sgjaharus menggunakan
identitas etnik tersebut untuk memperluas pe-
nerimaan masyarakat. Di dalamnya termasuk,
bagaimana seseorang politisi (anggota DPRD)
mempertukarkan smbol dengan rekan-rekan
mereka untuk mencapai tujuan politik masing-
mesing.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) addah
lembagayang memiliki otoritas dalam menetapkan
kebijakan untuk kepentinganrakyat, yang dalam
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aktifitasnya diwarnai beragam pesan-pesan
komunikasi politik untuk mencapai keputusan.
Daam aktifitas komunikasi politik tersebut,
komunikator politik akan menggunakan beragam
smbol dan atribut etnik. AnggotaDPRD sebagai
komunikator politik memungkinkan untuk
memanipulasi, mengkonstruksi dan mengguna-
kanidentitasetnik tersebut sesual dengan konteks
dan waktu untuk kepentingan politik yang di-
kehendakinya.

Penelitian ini merupakan kgjian identitas
etnik dalam kontekskomunikas politik. Kgjianini
berusaha mengungkap mekanisme atau proses
komunikas politik anggota DPRD Kota Palu
dalam peran politiknya. Apakah dengan simbol-
simbol, atribut, setting dan peran-peran tertentu
yang dipilih atau dibentuk dan dipergunakan ke-
tikamengidentifikas ciri identitasdiri dan etnik-
nya. Hal manatentu sgjaidentitastersebut dapat
bersifat politis, mana yang ditonjolkan, disem-
bunyikan atau dimanipulas untuk tujuan yang
diharapkan komunikator politik bersangkutan.

Secara umum penelitian ini bertujuan
untuk menemukan berbagai konsep baru yang
berhubungan dengan mekanisme konstruksi
kategori etnik anggotaDPRD, sebagai identitas
yang bersifat khusus dalam perilaku komunikas
politik. Sementaratujuan khususnya adalah un-
tuk mengetahui atribut dan smbol-smbol identi-
tas etnik yang dipergunakan dalam komunikasi
politik anggotaDPRD KotaPalu, sertamenemu-
kan dan mengkonstruks konsep-konsep baru
tentang mekanisme perubahan dan kesinam-
bungan identitas etnik dalam proseskomunikasi
politiknya.

Jkakajian politis sebagai komunikator
politik diidentikkan dengankelompok sosid yang
tidak abadi, sebagaimana peran politis sebagai
anggota DPRD yang dibatas oleh pemilu, maka
pendekatan Teori Dramaturgi Erving Goffman
menjadi menarik. Pendekatan Goffman pada
Situasi yang tidak berlangsung lama dan intensif
menuntut seseorang untuk menyajikan dan meng-
gambarkan dirinyake dalam situasi yang non ke-
lembagaan sehingga menjadi pisau analisisyang
jugacocok untuk membedah dinamika komuni-
kas politik anggotaDPRD. Hal ini sgidan dengan
konsep encounter s yang disampaikan Goffman
(Lely Ariannie, 2006) tentang pengelolaan kesan

dalam kelompok-kelompok yang tidak berusia
panjang. Seperti panggung politik yang peran-
nyadibatas waktu pemilu ke pemilu. Begitu juga
peran komis atau fraks maupun pansus tidak
pernah lebih panjang dari usia pemiluitu sendiri.
Bahkan kesetiaan politis kepadapolitis yang lain
dari partal yang samasekalipun tidak pernah abadi
bergantung bagaimanakepentingan merekater-
akomodas.

Goffman mengasumsikan bahwa ketika
orang-orang berinteraksi, mereka akan menya-
jikan suatu gambarandiri yang akanditerimaorang
lain. lamenyebut upaya itu sebagai “ pengolahan
kesan” (impress on management) yakni teknik-
teknik yang digunakan aktor untuk memupuk
kesan-kesan tertentu dalam situas tertentu untuk
mencapai tujuan tertentu. Kebanyakan atribut,
milik atau aktifitas manusia digunakan untuk
presentasi diri, termasuk busana yang dipakai,
rumah yang kitahuni dan perabotannya, carakita
berjalan dan berbicara, pekerjaan yang dilaku-
kan dan caraorang menghabiskan waktu luang.
Memang segala sesuatu yang terbukamengenal
diri seseorang dapat digunakan untuk memberi-
tahu orang lain sapadirinya.

Dramaturgi juga menyimpulkan bahwa
kehidupan sosal dapat dilihat dari duasisi yakni
wilayah depan (front region) sebagai areasocial
dan wilayah belakang (back region) sebagai area
pribadi. Dengan katalain diri seutuhnyamilik ak-
tor tetapi lebih sebagal hasil interaks dramatis
antaraaktor dengan audiens. Berdasarkan pan-
dangan dramaturgis, seseorang cenderung menge-
tengahkan sosok diri yang idedl sesuai dengan g
tus dan perannya dalam kegiatan rutin. Artinya
orang akan menyembunyikan faktadan motif yang
tidak sesual dengan citradirinya

Gunamenjelaskan konsep diri dalam hu-
bungannya dengan identitas keetnikan yang di-
maksud dalam penelitian ini, maka digunakan
konsep-konsep identitasetnik perspektif Frederik
Barth. Barth mengembangkan teorinya dalam
konteksidentitasetnik, yang disebutnyakeetnik-
an stuasional (Stuational ethnicity). Padabatas
ini paraaktor berupayamengeksploitasi smbol-
simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik
tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu,
sesual Situasl tertentu, atau sesuai dengan ke-
pentingan pribadi atau sosid (Mulyana, 2006:93).
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Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait
dengan citradiri (self image) danhargadiri (self
esteem) baik sebagai individu maupun kelompok.
| dentitas-identitasinilah yang akan selalu dialami,
dikomunikasikan, diolah ataupun dikonstruksi
Setigp individu dalam berinteraks.

Perspektif Barth mengilhami banyak ahli
untuk meneliti apayang disebut sebagai etnisitas
Situasional, yaitu bagaimana identitas etnik di-
gunakan individu-individu dalaminteraks dengan
orang lain. Individu menganggap identitas et-
nik sebagai dinamik, cair, Stuasional sebagaima-
naditunjukkan Amstrong (1986), dan Mulyana
(1994). Individu menunjukkan bagaimanaidentitas
etnik danlambang-lambangnyadimanipulas untuk
kepentingan-kepentingan pribadi, sosd, ekonom,
danpolitistertentu.

Adanya perbedaan etnisdalam interaks
sosd tidak seharusnyamelepaskanidentitasetnik
seseorang walaupun antarakeduaetnik yang hidup
berdampingan diantaramasyarakat yang berbeda
budaya. Keharmonisan dan hubungan antaretnik
merupakan kemutlakan gunamenjdani kehidupan
yang lancar. Di pihak lain tidak adasatu budaya
pun yang tidak dipengaruhi oleh budayalain. De-
mikian halnyabudayayang dominan atau budaya
pribumi yang biasamempengaruhi budayayang
minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya
budaya minoritasterpengaruh oleh budayayang
dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan
budayaitu sendiri (Barth, 1988).

M etode Pendlitian

Subjek atau informan pendlitian ini ada-
lah anggota DPRD K ota Palu masabakti 2009-
2014. Berdasarkan keterwakilan etnis makain-
forman yang dipilih adalah enam orang. Semen-
tara itu objek penelitiannya adalah bagian dari
perilaku komunikas politik anggotaDPRD Kota
palu yang disebut dengan tindakan yang diko-
munikasikan baik berupaatribut etnik, simbol-
smbol komunikad (verba dannonverbal), bahasa,
setting komunikasi dalam mengungkapkan iden-
titasnyadalamkonteksrelas sosa dan politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
dramaturgi Erving Goffman dan etnik stuasional
Fredrik Barth. Penelitian kualitatif atau interpre-

tive paradigm yang digunakan dalam penelitian
ini tidak lepas dari dukungan teori meskipun pene-
liti kualitatif beranggapan bahwamerekajustru
harus membebaskan dirinyadari “tawanan suatu
teori”. Pengumpulan data dilakukan melalui ob-
servas, wawancaramendalam dan penelusuran
pustakayang relevan. Analisis dilaksanakan se-
panjang penelitian berlangsung, datadikategori-
kan dan diklasifikasikan sesuai dengan temadan
model. Untuk menjaga keabsahan data yang di-
peroleh, peneliti melakukan konfirmasi dengan
mendatangi kembali informan setelah hasil
wawancarasebelumnyadiklasfikas berdasarkan
fokus penditian.

Hasi| Penelitian Dan Pembahasan

Atribut dan Simbol-smbol

Identitas pada Panggung Politik Atribut
Artifisal pada Panggung Palitik

Banyaknyapartai yang berkontestas pa-
da pemilu tahun 2009, menyebabkan keang-
gotaan DPRD di Kota Palu pun menjadi sangat
beragam. Berdasarkan data hasil pemilu tahun
2009 terdapat 13 partai politik yang berhasil me-
nempatkan wakilnyadi DPRD KotaPau. Partai
Politik tersebut addah: (1) Partai Golongan Karya
(Golkar); (2) Partai Demokrét; (3) Partai Keadilan
Sgjahtera (PKS); (4) Partai Persatuan Pemba-
ngunan (PPP); (5) Partal Amanat Nasond (PAN);
(6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP); (7) Hati Nurani Rakyat (HANURA);
(8) (PKPB); (9) Partai Peduli Rakyat Indonesia
(PPRN); (10) Barisan Nasional (Barnas);
(11) Partai Bulan Bintang (PBB); (12) Partai
Bintang Reformas (PBR); (13) Partai Damai
Sgjahtera(PDS).

Keadaan tersebut ditambah lagi dengan
kenyataan bahwaKotaPdu didiami oleh beragam
etnik sehingga keanggotaan DPRD pun sangat
beragam. Di lihat dari ragam etnik, penduduk
Sulawes Tengah terdiri dari 16 etnik pemukim
pertama (adli) dan 14 etnik sebagai penduduk
pemukim susulan (pendatang), dengan ragam
bahasa 14 bahasa penduduk adli dengan 70 ragam
dialek, yang tersebar pada 10 kabupaten dan satu
kota Sebagai ibukotaproping, representas etnik
tersebut juga hadir di Kota Palu, tentu dengan
presentasi yang berbeda.
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Akibat dari keedaantersebut proses politik
yang berlangsung banyak diwarnai lobi-lobi di luar
jalur politik yang pakem mengingat tidak adanya
partai politik yang memiliki kursi yang bisa
mencapa mayoritasuntuk mengambil keputusan
bulat dalam setiap Sdang dan pemungutan suara.
Karenanyakemampuankomunikas politik dengan
bermacam pendekatannya menjadi hal penting
dalam mengagregasi kepentingan partai atau
kelompok terutama dalam menetapkan suatu
keputusan baik penetapan Perda, APBD dan
Pencalonan Walikota atau Wakil Walikota serta
keputusan penting lainnya. Di DPRD Pdau, meski
anggota yang berasal dari Partai Golkar masih
yang terbesar yaitu tujuh kurs namun jumlah itu
jauh dari minimal 1/2 jumlah anggota yang ber-
jumlah 30 orang untuk pengambilan keputus-
an yang bulat lewat satu fraksi. DPRD KotaPalu
terbagi ke dalam lima fraksi. Masing-masing,
(1) Fraks Golkar dengantujuhkurs, (2) Fraks
Demokrat enamkurd (terdiri dari limakursi dari
Partai Demokrat dan satu kurs dari Partai Damai
Sgahtera) (3) Fraks Keadilan Sgahteratigakurs,
Fraks Palu Ngataku delapan Kurs (dua PDIP,
dua kursi Hanura, masing-masing satu kurs
PPRN, PBB, Barnasdan PBR), (4) Fraksi Per-
satuanAmanat Rakyat enamkurd terdiri dari (dua
PPP, dua PAN dan dua PKPB).

Rapat komisi, rapat fraks, rapat pansus
bisa dipandang sebagai suatu arena memper-
tukarkan pesan-pesan komunikasi politik. De-
mikian pula pada rapat peripurna, pertukaran
smbol-smbol komunikas sangat beragam. Dalam
rapat paripurnasduruhanggota DPRD berkumpul
dalam suatu tempat. Mereka berinteraks saling
mempertukarkan simbol komunikasi. Kadang-
kadang diwarnai tepuk tangan, saling mendukung
argumen, teriakantidak setuju atau jugainterups.
Wahana itu merupakan panggung pertukaran
smbol yang padaumumnyadilakukan di gedung
DPRD. Padaprosestersebut, smbol-simbol iden-
titas yang berkaitan dengan etnik jugadapat mun-
cul baik disenggjamaupuntidak disenggja. Nada
suara, bahasa daerah, logat, aksen, bahkan pa-
kaian yang dikenakan menjadi penandaidentitas
seorang anggota dewan. Penonjolan identitas-
identitas itu akan disesuaikan dengan setting
komunikas yang sedang berlangsung, sehingga
memberikan efek pengaruhterhadap upayamem-

bangun citra, baik dalam internal angota dewan
maupun kepada khalayak.

Di gs lain, para anggota DPRD juga
melakukan komunikas politik dengan konsti-
tuennya. Komunikas di antara mereka tidak
berlangsung dalam Situas formal. Interaks terse-
but berlangsung di halaman ruang fraksi, di
mushola, di rumah dan tempat lainnya. Wahana-
wahana tersebut di atas merupakan panggung
politik di DPRD KotaPalu untuk mempertukarkan
pesan-pesan komunikas politik sebagaimana
dikemukakan Goffman dengan dramaturgisnya.
Pendekatan Goffman menurut Mulyana (2006),
berintikan pandangan bahwa “ketika berinter-
aks dengan sesamanya, iaingin mengelolakesan
yang iaharapkan tumbuh padaorang lain terha-
dapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan per-
tunjukan bagi orang lain. Interaks yang dilakukan
antaraanggota DPRD K ota Palu merupakan suatu
upaya pengelolaan kesan yang diharapkan tum-
buh pada orang lain. Pengelolan kesan tersebut
merupakan bagian dari upaya menygjikan gam-
baran diri yang dapat diterimaorang lain. Tujuan
utamadari kegiatan tersebut adalah membangun
citrapositif dan meningkatkan opini positif publik
terhadap anggota DPRD bersangkutan. Hal ter-
sebut sangat penting karena opini publik yang
positif adalah kunci dari setiap aktifitas politik
seseorang. Dalam konteks komunikasi politik,
esens dari kegiatan komunikasi politik adalah
penciptaan opini publik yang positif karenanaik-
turunnya seseorang atau organisas politik ba-
nyak ditentukan oleh opini publik.

Kegiatan komunikas politik yang ber-
langsung di DPRD KotaPalu dapat dilihat pada
panggung-panggung politik yang pesan politik
dipertunjukkan dan ditafsirkan olen merekayang
terlibat dalam kegiatan komunikas politik terse-
but. Dengan menggunakan pendekatan Drama-
turgisErving Goffman perilaku komunikas politik
dapat dijelaskan dengan mengamati apa yang
ditampilkan citrapolitis dan konstruksi realitas,
semuanya dipertunjukkan dalam suatu wadah/
wahana, di manawadah tersebut sesungguhnya
addah panggung pertunjukan bagi anggotaDPRD
Kota Pdu periode 2009-2014.

Goffman menggambarkan “kehidupan
sosial bagaikan teater yang memungkinkan sang
aktor memainkanberbaga perandi atassuatu atau
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bebergpapanggung dan memproyeksikan citradiri
tertentu kepada orang hadir sebagaimana yang
diinginkan sang aktor dengan harapan bahwa
khalayak bersediamenerimacitradiri sang aktor
dan memperlakukannyasesuai dengan citradiri-
nyaitu”. Sering aktor-aktor politik ini melakukan
pengelolaan diri tanpasadar, setengah sadar dan
bahkan dengan kesadaran penuh untuk tujuan
finangd, politik dansosd. Pengelolaan kesanyang
disengaja mengandung berbagai resiko, alih-alih
khalayak menafsirkan perilaku sang aktor secara
berbeda. Politis sebagal aktor sekdiguspemegang
mandat partal politik yang mengusungnya dan
mandat dari rakyat yang memilihnya (Mulyana,
2006).

Pengelolaan kesan (impression manage-
ment) yang dilakukan untuk mencapai tujuan
politik anggota DPRD adalah dengan mengenakan
atribut yang bersifat artifisial secara cukup
menonjol. Pertama, ekspres identitas melalui
pakaian yang dikenakan. Untuk disebut ber-
penampilan “keren” anggota DPRD pria keba-
nyakan mengenakan stelanjas yang baru dengan
berbagai asesorisyang menyertainya seperti das
dan kopiah baru. Sementaraanggotadewan yang
perempuan selalu tampil “cantik” dengan stelan
pakaian resmi jika akan mengikuti rapat-rapat.
Padahari-hari yang lain, sebagian anggotadewan
perempuan mengenakan pakaianyang paing trend
saat ini, ditambah dengan berbagai atribut kema-
panan seperti perhiasan berupagdang, kalung dan
pin, dan bross. Dalam soa ini, Kuper (dalam
Nordholt, 2005:10) menyatakan bahwa dengan
memperhatikan arti penting berpakaian sebagai
suatu ekspresi dari identitas sosial, asal usul dan
kesetiaan individu makatidak mengherankan jika
orang memandang pakaian hampir seperti per-
panjangan diri merekasendiri. Dapat dimengerti
jika kemudian hubungan seseorang dengan pa-
kaiannyabersifat langsung dan lebih akrab dari-
pada hubungannya dengan semua obyek materi
yang lain. Kedua, kendaraan yang dimiliki.
Persoalan kendaraan ini menjadi cukup penting
artinya dalam aktivitas anggota dewan dalam
komunikasi politik mereka. Meski memiliki
kendaraan mewah, prestise anggota dewan tidak
terlau menonjol karena banyaknya kendaraan
serupayang bersdliwerandi jalanraya. Kendaraan
dinas dengan nomor plat khusus (plat merah)

menjadi incaran anggotadewan, karenamemiliki
nilai prestisius lebih tinggi. Meski demikian
kepemilikan kendaraan menjadi simbol kema-
panan untuk mempertegasstatusanggotaDPRD
yang dianggap berpendapatantingg.

Atribut yang bersifat artifisal adalah
bentuk dari pengelolaan panggung depan (front
stage) seorang anggota DPRD. Bagian-bagian
dari penampilan di panggung depan merupakan
bentuk dari pemeliharaan citradiri supaya stabil
di depan khalayak, inilah yang disebut Erving
Goffman sebagai “pertunjukan” (perfomance).
Sebagaimanadisampaikan Herbert Mead (dalam
Dilla, 2006) bahwadaaminteraks manusameng-
gunakan smbol-smbol, caramenggunakan smbol
merepresentasikan gpayang merekamaksudkan
untuk berkomunikas dengan sesamanya.

Goffman juga mengasumsikan bahwa
ketika orang-orang berinteraksi, seseorang akan
memberikan gambaran diri yang akan dipersepsi
orang lain. lamenyebutnya sebagai “ pengolahan
kesan” (impression management) yakni teknik-
teknik yang digunakan aktor untuk memupuk
kesan-kesan tertentu, dalm situasi spesifik dan
untuk tujuan yang tertentu. Kebanyakan atribut,
milik atau aktifitas manusia digunakan untuk
merepresentasikan diri, termasuk busana yang
dikenakan, rumah dan perabot yang digunakan,
kendaraan, caraberjalan dan pekerjaan yang di-
lakukan untuk mengis waktu luang. Hal tersebut
berarti segalasesuatu yang terbukamengenai diri
kitadigunakan untuk memberitahu oranglansiapa
diri kita.

Pada panggung depan para pelaku daam
hal ini anggota DPRD berkesempatan untuk
menciptakan imageterhadap pertunjukannyayang
sekenarionya sudah diatur dan berbeda jauh
dengan panggung belakang. Penampilan individu
jugaberfungs secarateratur untuk mendefinisikan
Stuas bagi merekayang menyakskan penampilan
itu, yang dikenal jugadengan setting dan personal
front untuk kemudian di bagi lagi menjadi pe-
nampilan (appearance) dan gaya (manner). Ber-
dasarkan pandangan dramaturgis bahwa seseorang
cenderung mengetengahkan sosok diri ideal sesuai
dengan status peran dan kegiatan rutinnya
(Ariannie, 2006). Seseorang akan menyembu-
nyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan
citradirinya.
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Nama Keluarga (klan) sebagai Simbol
ldentitas Politik; Bangkitnya Politik
K ekerabatan

Meski namakeluargaatau klan lebih ba-
nyak dibicarakan dalam konteks pemilihan kepa-
ladaerah (pilkada) dan rekruitment birokrat pa-
datingkat kabupaten, kota dan proving, namun
nyatanyaberdasarkan hasll penditian menunjukkan
nama keluarga (klan) pada kontestas pemilu
DPRD KotaPdu masih menjadi sdlah satu jaminan
keterpilihan dan dalam penentuan jabatan. Jika
dalam kontestas pilkadadi tiga Kabupaten dan
satu kotadi lembah Palu yang didiami secaramea-
yoritas Etnis Kaili kehadiran nama-nama klan
seperti Ponulele, Djanggola, Tombolotutu, Lame-
rauna, Lembah, Pettalolo dan Lamakarate maka
nama-namaanggotadewan kota Palu juga banyak
yang bernamaklantersebut. Bahkan ketua DPRD
KotaPdu, berasal dari klan Ponulele. Klan Ponu-
lelemisalnyasaat ini menguasai beberapajabatan
penting di pemerintahan dan politik di Sulawesi
Tengah, diantaranyaadalah Aminuddin Ponulele
(KetuaDPRD Proving Sulteng) yang sementara
maju sebagai calon Gubernur Sulteng, Habir Po-
nulele (Bupati Donggala), Anwar Ponulele (man-
tan Cadon Bupati Sigi), Ali Hanafi Ponulele (ang-
gotaDPRD Sigi dan mantan Calon Bupati Sigi),
Habsayanti Ponulele (mantan Calon Walikota
Palu). Klan dalam konteks ini berbeda dengan
denganigtilahfamyang ditemukan pada suku-suku
di Mauku dan Batak. Letak perbedaannyapada
kontekskemunculan dan penggunaannya. Di Kota
Pdu danumumnyaetnik Kaili, namaklanini juseru
berkembang di era politik terbukasaat ini. Pada
saat penulisan artikel ini di Propins Sulawes
Tengah sementara berlangsung kampanye pe-
milukada gubernur. Pelaksanaan pilkada sendiri
akan berlangsung tanggal 6 April 2011. Pilkada
diikuti limapasangan calon Gubernur dan wakil
gubernur yaitu (1). Prof (Em) H. Aminuddin Po-
nulele, M.Si —DR. Hj. LusanalsBaculu, M.Si;
(2). Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si —Drs.
H. Faisal Mahmud, M.Si; (3). Drs. H. Longki
Djanggola, M.Si - H. Sudarto, SH, MH; (4). Ir.
Rendy A. Lamadjido, MBA-H. BandjdaPdiudju;
(5). H.Ahmad Yahya, SE, MM —Drs. H. Ma'ruf
Bantilan, M.S

Kemunculan beberapa nama keluarga
(family name) dalam kancah politik lokal Sulawes
Tengah dalam pilkada kabupaten dan kota, me-
nunjukkan bahwa eksistens keluarga tersebut
dibangun dengan menggunakan berbagai instru-
men sosidisas politik. Proses kaderisas dan
penguasaan akses-aksespolitik telah mendorong
mereka sebagal tokoh yang secarasenggadipo-
siskan dan konstruksi oleh-oleh patron-patron
yang berada disekitar tokoh sentral. Klan-klan
tersebut terus melanggengkan kekuasaan politik
dan pemerintahan karena mereka memiliki mo-
dal dan jaringan yang telah berakar dari zaman
kergjaan yang kemudian dipertegas dengan ke-
kuasaan yang pernah diduduki sejak jaman orde
lamahinggaordebaru. Klan-klan tersebut masng-
masing mewakili keluargadengan generas poli-
tik yang pernah memiliki sgarah atau bahkan ma-
shmemiliki kekuasaan di daerah Sulteng teruta-
ma yang didiami etnik Kaili. Sebagaimana hasil
wawancaradenganinformanAL (46 thn) seorang
anggota DPRD beretnik Kaili dari partai De-
mokrat berikut ini:

Faktor keturunanitu bisadikatakan menonjol,
bisajugatidak tapi kalau kitalihat redita se-
karang sayabisa bahasakan kalau hal itu me-
nonjol. Karenaapakitamelinat 5§ A misalnya,
ataukah kitamelihat fenomenasekarang ini
mungkin Habsayanti Ponulele, mungkin se-
bagian orang sgjayang mengenal ibu Habsa.
Dan memang ibu Habsatidak besar di sini
tapi melihat Ponulelenya orang sudah tahu
ternyataturunanini, makanyadianggap waar
sgatiba-tibamuncul menjadi calonwalikota.
Sama sgjadengan bapak M ulhanan Tombo-
lotutu, iakan lebih dikenal dengan namaTony
tapi orang akan sangat mengenalnyaketika
menyebut namaTombolotutu, sebagai orang
yang berasal dari Pantai Timur (wawancara
tangga 15April 2010).

Klan lalu menjadi bagian dari simbol
sekaligus pesan dalamkomunikas politik anggota
DPRD. Selain dalamjabatan di legidatif mereka,
pertimbangan pengisian jabatan eksekutif pun
diwarnai dengan kemunculan faktor-faktor
genealogisyang ditandai melalui nama belakang
seseorang. Seorang informan penelitian me-
nyebutkan bahwa kekuatan klan-klan yang dise-
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butkan sebelumnyadalam politik dan birokras di
Tanah Kaili masih sangat kuat pengaruhnya se-
hingga sangat sulit untuk menerapkan demokras
subtansial yang didasarkan pada kemampuan se-
seorang. Pasalnyasecarakomunikas politik, me-
rekayang menjadi bagian dari klantersebut di atas
terus memelihara dan melanggengkan simbol-
simbol yang dimilikinyauntuk mempertahankan
dominas politik.

Penegasan sod ini dgpat dipahami jikakita
melihat bahwaternyatadi negaradengan sisem
demokras sekdipunfaktor gineslogismemiliki ni-
lai Iebih dlamkontestas kepemimpinanlokal dan
nesiond. Di AmerikaSerikat, kehebatan klanatau
keluarga Kennedy diakui hinggasaat ini, demikian
jugadengan keluargaBush yang sempat memimpin
negara itu dalam dua generas meski dengan
periodeyang disdlingi olehrezimlainnya. Keluarga
Gandhi di Indiaatau keluargaAbdul Razak dan
Datuk Hussain Onn di Malaysia adalah contoh
nyata besarnya peran faktor genealogis dalam
politik. Dalam konteks Indonesia, keluarga
Sukarno adalah contoh klan atau keluargayang
memiliki nilai jual politik yang sangat besar di In-
donesia. Ini sgjalan dengan gpayang disampaikan
Horowitz dan James (2006) bahwa fenomena
semacam ini banyak muncul pada negara yang
miskin dan masih berkembang di mana struktur
politik dijalankan oleh jaringan elit yang berbasis
patronase etnis. Horowitz menilai bahwastruktur
politik yang dikendalikan oleh patronase etnislebih
cenderung mendistribusikan sumber daya publik
kepada kelompoknya masing-masing. Bahkan
dalam arenakontestas pemilihan, struktur politik
clientelism ini seringkali dijadikan perangkat
politik untuk melakukan mobilisas dan dukungan
terhadap kandidat dan partai.

Kemunculan politik kekerabatan tersebut
merupakan wujud dari kuatnya politik patronase
dengan oligarki yang masih terpelihara pada
masayarakat Indonesia. Merekayang telah mem-
peroleh kekuasaan melaui perjuangan keras pada
awal membangun klan politik mewariskan modal
ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal
simbol kepada keturunan atau keluarganya
sehingga memberikan kemudahan padageneras
selanjutnya untuk memperoleh kekuasaan hanya
dengan mengelola dengan baik modal yang
diwariskan tersebut. Sebagaimana Kacung Mari-

jan (1997) menyebutnya sebagai modal politik
seseorang dalampolitik lokal di Indonesia. Hal ini
juga sgjalan dengan apa yang disebut King dan
Wilder (Maunati, 2007:70) bahwaetnisitas me-
rupakan ekspres dari produk masalalu, kebang-
kitan asal-usul yang sama, hubungan sosial dan
kesamaan nilai-nilai budaya yang sifatnyatidak
konstan, tidak kekal dan dapat dibentuk dan di-
kongruks.

Bahasa Daerah dan L ogat Sebagai | dentitas

Ciri-ciri lain yang menjadi atribut yang
dapat menegaskan ldentitas seseorang dalam
konteks ruang politik Kota Palu adalah bahasa
daerah dan logat anggota DPRD. Penggunaan
bahasadaerah dalamkegiatan komunikasi politik
anggota DPRD Palu lebih banyak dilakukan oleh
anggota DPRD yang menganggap diri mereka
sebagai etnik adli Kaili atau etnik lain yang lahir
dan besar di tanah Kaili. Hal ini jugadimungkin-
kan karenajumlah anggota dewan yang beretnik
Kaili lebih banyak. Di lain pihak mereka yang
berasa dari etnik lain atau yang dianggap sebagai
pendatang akan berusaha mempelgjari bahasa
loka sebagai bentuk penyesuaian diri agar dapat
diterimadi masyarakat lokal terutamadalam ak-
tivitas politik. Penggunaan bahasa daerah dalam
kegiatan komunikasi terutamadalam kaitan lobi
dan upaya menyatukan pendapat pengambilan
keputusan seringkali dianggap lebih efektif oleh
paraanggotaDPRD yang berasal dari etnik yang
sama. Penilaian itu didasarkan pada kemudahan
menjain pendekatan baik secarapersuasf maupun
dengan cara coercive kepadarekan sgjawat yang
memiliki etnik samatentu dengan bungkus demi
kepentingan rakyat. Hal tersebut di atas dapat
tergambar dari hasil wawancara dengan WJR,
seorang beretnik Jawa yang menjabat sebagai
Wakil Ketua DPRD Kota Palu dari Partai Ke-
adilan Sgjahteraberikut ini:

Misalnyaketika saya bertemu dengan kons-
tituen dan rekan-rekan yang orang Kaili saya
akan berusahamemanggil dengan“ Komiu”

atau kalau orang Bugis dengan kata-kata
“Maiki” . Tetapi dalaminteraks sayadima-
syarakat yang beretnik Jawa sayatetap ber-
usahauntuk menggunakan bahasa Jawabiar
nanti merekatidak menganggap saya sebagai
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orang yang sombong dan cuek. Padadasarnya
konsep itu bukan seluruhnyafaktor etnisitas
tetapi | lam mengajarkan bagaimana harus
menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana
berada. Rasulullah sendiri katika bertemu
dengan orang atau berdakwah dengan segala
umat akan berusaha menggunakan bahasa
yang sesual dengan kaum yang ditemuinya.
Ketika dia bertemu dengan Badui ia akan
menggunakan bahasa Badui (Wawancara
dengan WJR, 17 April 2010).

Sdainitu, logat seseorang akan dapat me-
negaskan identitas seseorang. Dalam konteks
DPRD Kota Palu, logat yang terdengar ketika
seseorang berbicara dapat menimbulkan stere-
otypetertentu yang seringkali dijadikan sebagai
bentuk politik pembeda. Seorang anggotadewan
yang beretnisBugisamat mudah dikendi di dalam
ruang sidang DPRD ketika sedang berbicara
ataupun berpidato, demikian halnya dengan
anggota DPRD beretnis lain seperti Minahasa,
Jawa, Sundadan Gorontdo.

Logat telah dapat menyebabkan se-
seorang anggota DPRD diberikan label sebagai
pendatang, oleh pengunjung sidang hanyakarena
berlaku kritisterhadap eksekutif. Bahkan penga
laman seorang anggotaDPRD yang menjadi in-
forman menyatakan bahwa pernah suatu ketikaia
ditegur olen WalikotaPalu dengan kata-kata ber-
nada ancaman karena sikap kritisnya. Anggota
dewan tersebut disapa dengan sebutan “pen-
datang” dantidak perlu mengatur Orang Palu ka-
renayang paling tahu situas, adalah Orang Palu
sendiri. Terlepas apakah secara personal Wali-
kotakenal yang bersangkutan, nyatanyaanggota
dewan tersebut memang masih sangat kental de-
nganlogat Jawa.

|dentitas etnik ditandai dengan simbol-
simbol budaya, bahasa, organisas sertaideologi
mereka. Setiap etnik memiliki identitasyang harus
dipatuhi oleh masyarakat itu gunaberinteraks satu
samalainnya(Eriksen: 1993). Kekhasan etnik se-
carakultural membuat manusiaunik dalam ber-
komunikasi sekaligus menjadi kajian tersen-
diri dari para ahli antropologi maupun ahli ko-
munikasi. Salah satu hal yang menonjol dalam
interaks sosial seseorang, terutamadalam kon-
teks komunikas yang melibatkan orang-orang
yang berbeda etnik adalah bahasa. Bahasa se-

lain fungsinya sebagai tranformator pertukaran
makna pesan, fungs pewarisan nilai-nilai sosial
pun begitu menonjol.

Manurut Harrisdan Reilly, 2000) bahasa
adaahisu pusat ddam politik etnik. Untungnyaitu
isu yang mudah untuk dihadapi dibanding dengan
isu etnik lainnyasebab bahasa membolehkan multi-
identitas. Pengetahuan bahasabukan merupakan
pemberian etnik secaraeksklugf atau tetap hampir
mirip dengan agamaatau ras. Manusiabisaberbi-
cara dalam beberapa bahasa dan berberapa ba-
hasatersebut hidup berdampingan.

K ategori I dentitasEtnik Anggota DPRD K ota
Palu Pendatang atau OrangAdli Palu?

Dua kategori identitas tersebut adalah
sesuatu yang gjeg, sehingga menjadi bentuk
pembeda dalam komunikasi politik anggota
dewan. |su putradaerah berkorelas dengan kon-
seps pemberdayaan masyarakat lokal yang lalu
dipertegas dan dipertgjam dengan adanya fa-
natisme daerah sehingga simbolisasi etnik lokal
semakin berkembang di berbagai bidang. Sim-
bolisas kultural berevolusi menjadi smbolisasi
politik lokal yang telah menjadi konsums politik
bagi kelompok-kelompok elitelokal untuk men-
dapatkan simpatisan dari etnik sendiri. 1su putra
daerah menjadi komoditi politik lokal ini sering
mencuat ketikamenjelang sukses kepemimpin-
an daerah dan pada saat pemilu.

K ecenderungan kalangan dlit politik dan
kandidat dalam menggunakan isu-isu etnis (play-
ing ethnic card) karenatarget yang ingin didapat
addah adanya ke ekatan dengan etnisyang menjadi
obyeknya. parapolitisi dan kandidat memainkan
kartu etnisuntuk mengamankan batas keunggulan
yang dimilikinya dalam sebuah arenakompetis
baik ketika pemilu berlangsung maupun setelah
pemilu (Posner, 2005: 57). Gambaran dikotomis
etnik pendatang atau pribumi daam politik di Kota
Palu dapat dismak dari hasil wawancaradengan
informan JPA (56 tahun), seorang beretnik Mi-
nahasadari Partai Damai Sejahtera, berikut ini:

Kalau yang sayarasakan mash sangat kentdl.
Disini identitas sebagai pendatang itu masih
berpengaruh dan dilihat sebagai pembeda.
Sayasudah sampai di wilayah Maluku, saya
mulal dari orang Manado. Orang Manado itu
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Gambar.1. Model Identifikasi Identitas dalam
Komunikasi Politik di DPRD
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010

sangat egaliter, sehingga kadang kala saya
jugabiasanya jengkel biar sama-samaorang
Manado, diabaku acuh. Di Manado adaisti-

lah Motmangusatau Gotong Royong mau suka
atau duka kalau ada orang menikah tetapi
kaau salah mereka bilang salah. Di sini saya
cemburu hati samaorang Kaili dan Torgja.
Merekasaling baku dukung kuat sekali, bah-

kan dalampolitik di DPRD ini. Mungkin juga
karena saya sendiri yang Manado dan juga
Kristen (wawancaratanggal 21 April 2010).

| dentitas pendatang yang disematkan
kepada siapa sajayang tidak memiliki hubungan
kekerabatan atau genealogisdengan etnik lokal di
Palu merupakan bentuk proteks politik yang
dilakukan oleh €lit-€lit lokal untuk menjagadan
mengembangkan kekuasaan. Tindakan akomodatif
dan kompromi oleh elit-€lit politik lokal (yang
dianggap orang adli) nampaknyadijadikan sebagai
sdah satu carauntuk memperluas dan menjangkau
elit-it politik dan sosial masyarakat pendatang.
Kuatnyaposis sosia dan ekonomi sebagian etnik
pendatang dianggap sebagai ancaman serius ba-
gi penduduk lokal dalam usaha melestarikan ke-
kuasaan dan pengaruh politik. Situas politik yang
telah berubah dengan penerapan sistem politik
yang demokratis di manasistim pemilu langsung
dengan suaraterbanyak pada pemilu legidatif,
pemilu presiden dan pemilukadajugamerupakan
tantangan yang harusdihadapi oleh poilitis lokal
ketika menyadari bahwa komposis penduduk
etnik Kaili kini menjadi minoritas. Berdasarkan
datahas| penditian Suryadinata(2003) etnik Kaili
di Kota Palu presentasinya hanya 38, 71persen.

Ituartinyakomunikas politik harusterjain dengan
baik kepadaparadit politik yang berasd dari etnik
pendatang, baik yang di luar struktur politik resmi
maupun yang saat ini menjabat sebagai pejabat
eksekutif maupun DPRD. Kepentingan tokoh dlit
lokal dalam hdl ini adalah bagaimanamenciptakan
patron-patron politik di kalangan pendatang yang
dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik
yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang ketua
DPD partai yang berasal dari etnik Kaili akan
menempatkan tokoh-tokoh etnik pendatang se-
bagai calonanggotaDPRD di wilayah atau daerah
pemilihan yang banyak dihuni oleh etnik yang sa-
madengan caleg bersangkutan. Syaratnyatentu
saja adalah tokoh etnik tersebut harusloyal ke-
padaketua DPD partai sehinggaketikadilaksa-
nakan kontestas politik yang lebih besar semisal
pemilu walikota-wakil waikotadan gubernur, sang
caleg dapat menjadi pengumpul suara pada
komunitasetniknya.

Di lain pihak, elit-elit politik etnik pen-
datang menjadikan kesempatan tersebut untuk
meraih kekuasaan pada lembaga politik resmi.
Propors etnik pendatang yang cukup besar akan
memberi peluang yang besar untuk memasuki
lembaga politik resmi seperti DPRD. Ini tentu sa-
jadengan asumsi bahwa preferensi pemilih da-
lam pemilu masih diwarnai olehisu etnisitas dan
agama. Meskipunjikadi lihat bahwadengan sis-
tem pembagian daerah pemilihan, yang seringkali
memecah unit wilayah yang di dalamnyaterkon-
sentrasi pemilih dengan etnik tertentu sehingga
memperkecil peluang seorang caleg memenangkan
suara terbanyak. Dengan demikian kompromi
antaradlit-elit politik etnik pendatang dengan it
politik pribumi, merupakan bentuk kerjasama
yang saling menguntungkan. Langkah tersebut,
bagi dlit politik pendatang adalah yang paling te-
pat, karena mereka harus menyadari akan ada-
nyatekanan yang kuat dari publik terutamaetnik
loka terhadap kepemimpinan orang-orang yang
berasal dari etnik pendatang. Dalam lingkungan
politik di Kota Palu, dalam beberapakasus masih
menerapkan adanya power sharing dalam me-
netapkan kepemimpinan pada lembaga publik
terutama lembaga politik guna menghindari
terjadinya konflik. Power sharing dalam kadar
tertentu merupakan pilihan bijaksana untuk
menghindari pertikaian politik yang melibatkan
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isu etnik dan agama, tetapi di sisi lain seringkali
melupakan aspek kompetensi dan kapasitas
seseorang.

Kami ini Orang Palu

“Orang Palu” adalah sebuah konstruksi
identitas yang merujuk kepada wilayah adminis-
trative yang tidak menggambarkan sebuah etnik
tertentu. Orang Palu adalah sebutan yang me-
nunjukkan bentuk penyesuaian etnik pendatang
agar diterimasebagal penduduk KotaPalu yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan
etnik gpasgayang berdomislli di daerahini. Semua
informan pendlitian yang beretnisdi luar Kaili ketika
peneliti menanyakan berasal dari etnik mana?
Menjawab sebagal Orang Palu. Pertanyaan yang
merujuk kepada identitas etnik mereka ketika
menanyakan suku apa, informan lalu menjawab
dengan Bugis, Jawa, Sunda, Minahasa, Gorontao.

Etnistas sebagaimana pendapat (Abdillah,
2002:45) merupakan aspek penting dalam
hubungan politik. Tema semacam ini muncul
dari gagasan tentang perbedaan, dikotomi anta-
rakami dan mereka sertapembedaan atas klaim
terhadap dasar, asal usul dan karakteristik budaya.
Eriksen (1993) menambahkan bahwa syarat
kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut
menjalin hubungan dan kontak dengan etnik lain
dan masing-masing menerimagagasan dan ide-
ide perbedaan di antaramereka, baik secarakul-
tural maupun dalam politik. Dalam ha hubungan
politik terutama pada aspek komunikas politik
antaraetnik di Kota Palu dalam lembaga politik
seperti DPRD, gagasan perbedaan dalamhal suku
sebagai yang primordial, seperti identitas Jawa,
Kaili, Bugisdanlain-lainnya, bisaditerima. Tetapi
dalam hal identitas terkonstruks sebagaimana
sebutan dan stigma pendatang dan puteradaerah,
ini yang menghadapi tantangan berat. Bahwake-
mudian politik identitasetnik berkembang dalam
ruang ini, sebagaimanadisebutkan oleh LS| me-
mang sanyatanyaada. | ni sgjalan dengan pendapat
Syamsuddin Haris (L SI, 2007) bahwakalangan
partai politik dan elit politik di Indonesiamasih
menganggap penting politik etnisitasdalam are-
namobilisas politik, membangunjaringan, mem-
bangun koalisi-koalisi politik serta membangun
jaringan lobi politik.

Usaha untuk memperoleh pengakuan
sebagai bagian dari masyarakat pribumi dalam
berbagai aktifitas baik sosal, ekonomi dan poli-
tik seringkali malah mempertegas batasidentitas
tersebut. Ketika seseorang berinteraks dalam
lingkup masyarakat yang lebih luasberbagai atribut
yang melekat akan tampak lebih menonjol, hal ini
karena suatu identitas yang melekat akan sulit
untuk hilang dan tereduksi olehfaktor interaks.
Sebagaimanakomentar informan WJR (38 thn)
berikut ini:

Saya tidak bisa mengelak kalau soal etnik,
disini masih ada stereotipe meskipun sudah
mulai berkurang. Sayakalau ditanya selalu
sayabilang sayaorang Palu tetapi kelahiran
Jawa karena sudah belasan tahun disini, hidup
dan makan disini. Tapi pernah pada waktu
periode sebelumnya, sayamalah ditegur oleh
Walikotadalam suatu rapat dengar pendapat
dengan kata-kata “ hati-hati, anda kan pen-
datang”. Namun setelah itu beliau melurus-
kan dengan mengatakan bahwa ibu Wiwik
adalah orang Palu yang lahir di Jawa. Pak
Wali mengutip kata-kata “Nosarara Nosa-
batutu. Saya kira karena saya cukup vocal
pada saat itu (wawancara tanggal 13 Mei
2010).

Hal ini telah ditegaskan Barth (1988)
bahwa batas-batas budaya dapat bertahan
walaupun suku-suku tersebut saling berbaur.
Dengan kata lain adanya perbedaan etnik tidak
ditentukan oleh terjadinyapembauran, kontak dan
pertukaran informas, namunlebih disebabkan oleh
adanya proses-proses sosial berupa pemisahan
dan penyatuan, sehinggaperbedaan kategori tetap
dipertahankan walaupunterjadi pertukaran peran
sertakeanggotaan di antaraunit-unit etnik dalam
perjaanan hidup seseorang. Bagi etnik Bugisyang
bermigras keberbagai wilayah seringkali identik
dengan profes nelayan dan pedagang padapasar-
pasar tradisional, sementara etnik Jawa yang
bermigras identik dengan pekerjaan petani sawah,
berkebun dan jualan bakso atau mie ayam yang
ulet sertatidak gengsi. Meski identitastersebut
tidaklah kaku. Demikian halnyadalam kegiatan
politik terutama padamasyarakat yang multietnik,
pendekatan genea ogis dan kekerabatan menjadi
awal berkiprahnyaseseorang dalam duniapolitik.
M unculnya paguyuban-paguyuban yang berbau
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kedaerahan di wilayah yang multietnik menambah
dinamika persaingan dan konflik politik dan hal
tersebut malah mempertegas perbedaan etnik.
Menjadi “orang Palu’, sebagal suatuiden-
titasyang netral, seseorang melakukan berbagai
bentuk penyesuaian diri dengan menggunakan
berbagai atribut dan simbol-simbol etnik dalam
interaks dankomunikas di masyarakat, termasuk
dalam kegiatan komunikasi politik. Penggunaan
bahasa daerah dalaminteraks sosa dengan pen-
duduk lokal, mencoba melakukan penyesuaian
daamhal logat dan aksen khasloka Palu dalam
komunikas adalah bentuk-bentuk upaya penye-
suaian dalam interaks sosial. Tidak hanya itu,
penggunaan pakaian khas atau pakaian adat da-
lam kegiatan-kegiatan resmi maupun dalam acara
keluargajugamenjadi hal yang biasadilakukan.

Etnik Situasonal dan Manipulas Etnik dalam
AktifitasK omunikas Politik

Setiap orang dalam situasi yang multi-
kultura selalu diperhadapkan pada upaya adap-
tas agar dapat diterima sebagai bagian dalam
komunitas mayoritas dan kuat. Tindakan adaptif
adalah bentuk dari upaya survive dan dalam
menghindari terjadinyakonflik yang melibatkan
identitas-identitas etnik yang menjadi pembeda
dalam komunitastertentu. Dalam penelitianini,
identitas-identitas yang mengemuka sebagai
bentuk politik perbedaan adalah identitas
pendatang dan putera daerah, hampir seluruh
konstruksi pembeda yang terjadi pada anggota
DPRD berputar pada persoalan ini. Identitas
sebagai orang Jawa, Sunda, Bugis, Makassar,
Mandar dan Gorontalo meskipun dalam kese-
harian masih ditemukan prasangka dan stereo-
typetetapi ddam lingkup politik terutamadalam
aktifitas komunikas politik tereduks ke dalam
pembedaan berdasarkan ssimbol pendatang dan
puteradaerah.

Munculnya identitas pendatang terkait
dengan konsep diri seseorang pada aspek ke-
ruangan atau pemukiman. Konsep diri pemukim
telah dibentuk dalam sosidisas awa seseorang.
Berturut-turut merekamengidentifikas diri daam
keluarga, kampung (kota), suku dan akhirnya
daam konsep negarabangsa (nation sate). Me-
rekamenerimadefinisi-definisi yang ditawarkan

kelompok-kelompok sosid merekatanpamereka
persoalkan dimana setiap entitas-entitas sosd itu
mereka anggap bagian dari identitas kolektif.
| dentitas etnik muncul dengan membandingkan
diaek, intonasi, isyarat nonverbal, adat istiadat,
kebiasaan, nilai, makanan, pakaian, nama, raut
wajah dan bahkan warna kulit milik sendiri dan
milik orang lain (Mulyana, 2010:388). Orang Kaili
misalnyamengkonstruksikandiri dengantetangga
dan teman sekolah merekayang Bugis, berbeda
secaraetnik.

Dalamkontekspendlitian ini, sebagaima-
na disampaikan Mulyana di atas, tampaknya
berlaku pada aktivitas politik dan bagaimana
mereka menampilkan diri pada ruang politik di
DPRD maupundi ruang khalayak politik. Seorang
politis etnik Bugis, Jawa, Sundaberusahauntuk
menjadi orang adi Palu, dengan berusahameng-
gunakan bahasa Kaili, mengakrabkan diri dengan
makanan khas daerah, mengikuti adat-istiadat
serta pakaian khas Kaili pada situas dimanaia
harus menampilkan diri sbagai politis yang orang
Palu. Aspek penerimaan etnik Kaili kepada pen-
datang terutama pada kegiatan politik yang je-
jak rekam seseorang diketahui publik tampaknya
tidak cukup melaui prosessmbolisas yang bergfat
arifisd. Berdasarkan apayang teraméti selamaini,
penerimaan orang Kaili kepadaetnik pendatang
masih sangat terbatas pada hal yang bersifat ge-
nealogis, yaitu bilaada sedikit pertaian darahjuga
melaui perkawinan.

Alasan pengelolaan identitas etnik yang
dilakukan anggota DPRD Kota Palu dapat di-
uraikan berdasarkan perangkat-perangkat alasan
yang saling berhubungan. Meminjam temuan
Armstrong pada orang Melayu di Malaysia,
perangkat itu dapat dibagi menjadi tiga(Mulyana,
2006: 99). Pertama, berhubungan dengan penge-
jaran gengs pribadi dan gengs orang lain. Bebe-
rapadi antaraidentitas-identitas yang dimiliki se-
seorang mungkin akan lebih menghasilkan gengs
publik dibandingkan denganyang lainnya. Dengan
menggunakan identitastertentu, seseorang dapat
memiliki reputas di depan politis lainatau kepada
khalayak (kongtituen). Selainitu dapat digunakan
untuk menghindari atau mengurangi konflik dan
pertikaian yang mungkin timbul. Hal ini juga
berkaitan dengan penggunaan gengsi tersebut
kaitannyadengan hartayang berhargayang dimiliki
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Bugis, Jawa, Sunda dan
| EEE—— Minahasa <
Identitas Awal
Pendatang

Komunikasi Politik

uenxebuad ‘asnsaid
uefunynp ‘asnsaid

Internal DPRD

Kepentingan

politik, adaptasi dll

Orang Palu

Gambar 2. Model Penggunaan Etnik Situasiona (Bugis,
Jawa, Sundadan Minahasa) dalam Komuni-
kas Politik DPRD Kota Palu

Sumber: Diolah dari Hasil Pendlitian, 2010

dari suatu daerah asal dan penghargaan kepada
orang lain. Kedua, terkait dengan keberhasilan
yang dicgpa daamkehidupan sehari-hari. | dentitas
etnik digunakan untuk memperoleh aksesterhadap
dukungan-dukungan sosal dengan mengasosias
diri padaidentitas kedaerahan tertentu. Sebagai
contoh, para politis yang beretnis Jawa, Sunda,
Minahasa dan Bugis akan lebih menguntungkan
disebut denganidentitas* Orang Palu” dibanding-
kan menyebutnya sebagai Palu kelahiran Jawa
atau Palu keturunan Bugis untuk menghindari
klasifikas “pendatang” atau “bukan adi Palu”.
Ketiga, penggunaan identitasetnik politis seiring
dengan kepuasan timbal balik dengan dari ko-
identifikas . Kesamaan daerah asal memberi rasa
amanmelaui haragpan akan nilai-nilai bersamadan
sdling percaya. Misalnyabagi sebagian orang Bu-
gis, penunjukan dan penerimaan oleh orang lain
yang sedaerah asal akan memberi rasaamaen mealui
kekuatan dalamhal jumlah.

Kesmpulan

Terdapat beragam atribut dan simbol-
simbol yang menjadi pembeda untuk mengi-
dentifikasi identitas etnisanggota DPRD. Atribut
yang bersifat artifisal seperti pakaian, perhiasan,
kepemilikan benda-benda dektronik dan sarana
komunikas terkini, kendaraan serta gaya hidup
menandakan struktur ekonomi dan kemapanan
anggota dewan. Sementara simbol-simbol yang
khas menunjukkan identitasetnik seorang anggo-
tadewan yang sering dijadikan pembeda dalam

komunikas politik adalah bahasa daerah yang
digunakan, logat atau aksen, falsafah hidup dan
adat istiadat yang masih dipertahankan serta
makanan khas.

Anggota DPRD KotaPalu yang berasal
dari beragam etnik, mengidentifikas identitas
etnik mereka dalam komunikasi politik sesuai
dengan konteksruang dan waktu. Padasaat ter-
tentu ketika berinteraks dengan sesama etnik,
maka identitas yang melekat seperti asal suku
dan agama dengan tegas ditonjolkan. Hal ini
berkaitan dengan upaya pengelolaan kesan (im-
pression management) anggota DPRD dalam
mencapai kepentingan merekabaik kepentingan
pribadi, kelompok, partai asal dan atas nama
kepentingan rakyat.

Dalam hal penggunaan identitas etnik,
terdapat ciri yang menunjukkan apayang disebut
Barth sebagai etnik situasional dan manipulas
identitas etnik. Merekayang selamaiini disebut
sebagal “pendatang” berusaha untuk menyesu-
aikan diri dengan menggunakan identitas pen-
duduk adli seperti berusahamempelgjari bahasa
daerah Kaili dan menggunakan pakaian adat lokal
pada acara-acaratertentu. Sehinggapenonjolan
identitas sebagai “orang Palu” di lakukan dalam
komunikas politik baik kepada politis maupun
khalayak yang berasal dari etnik adi atau putera
daerah. Pada sis lain umumnya mereka masih
memelihara keterikatan dengan identitas etnik
dengan identitasawal, misdnyadenganikut dalam
organisas paguyuban kedaerahan asal mereka, hal
yang justru mempertegas identitas sebagai
pendatang. Penggunaan beragamidentitastersebut
juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang
mereka anggap dapat memberikan keuntungan
politik, penerimaan sosia dan budaya.

Saran-saran

Politisi yang melakukan peran-peran
politik dalam lembaga DPRD seharusnya da-
pat menghindari politisas etnik dalam upaya
meraih smpati publik maupun dalam mencapai
tujuan politik baik untuk tujuan pribadi, golong-
an maupununtuk partai politik.

Upaya penyesuaian diri dalam suatu
komunitas sosial terutama dalam peran politik
hendaknyatidak menonjolkan identitas pembeda
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yang sifatnya primordial karena dapat me-
nimbulkan konflik. Dalam konteks komunikasi
politik di daerah-daerah yang heterogenterutama
di Indonesia Timur banyak terjadi kekerasan
karenafaktor politik identitasetnis.
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